Pemkab Kukar Gelontorkan Rp390 Juta
Lindungi Petugas KPPS dengan BPJS Ketenagakerjaan
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Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,06/2/2024

TENGGARONG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
mengalokasikan anggaran Rp390 juta untuk melindungi belasan ribu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilu 2024.

Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda
Desianti menyebut, ada 15.883 KPPS yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan
selama melaksanakan tugasnya.

Jaminan kepesertaan ini hanya untuk kurun waktu satu bulan saja, sesuai masa kerja
petugas KPPS. Dalam satu bulan itu, petugas KPPS diberikan jaminan untuk
mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Jaminan BPJS Ketenagakerjaan di-support melalui APBD, tapi hanya untuk Pilpres
dan Pileg," ujarnya, Senin (5/2). Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk
kepedulian Pemkab Kukar dalam melindungi petugas KPPS selama bertugas.

Jaminan ini berlaku selama satu bulan petugas KPPS melaksanakan tahapan
pemungutan dan penghitungan surat suara di 2.269 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kita berkaca dari Pemilu tahun 2019 lalu, banyak petugas KPPS yang jatuh sakit
sampai meninggal dunia karena kelelahan. Jadi ini adalah bentuk dukungan kami," tegas
Rinda. Pemkab Kukar juga sangat mendukung pihak penyelenggara pemilu, termasuk
petugas KPPS. Rinda memastikan, kehadiran fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan ini tidak
akan mengganggu BPJS Kesehatan yang sudah dimiliki petugas KPPS.

"Jadi ini lebih mengakomodir ketika ada petugas KPPS yang meninggal dunia atau
kecelakaan saat menjalankan tugas. Dan berlaku sampai tugas mereka selesai,"
tutup Rinda. (aul)
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Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dijelaskan bahwa BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian,
program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
Dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian, dijelaskan sebagai berikut:
(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak
atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

1. pemeriksaan dasar dan penunjang;

2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah
daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
perawatan intensif;
penunjang diagnostik;
pengobatan;
pelayanan khusus;

alat kesehatan dan implan;
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jasa dokter/ medis;

10. operasi,

11. transfusi darah; dan/ atau
12. rehabilitasi medik.
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